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d. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 disebutkan bahwa apabila Peraturan Presiden ditetapkan 
eetelah peraturan daerah tent.Qng APBD Tahun Anggaran 2019 
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi 
DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumka.n dalam LRA bagi 
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan peru bahan APBD 
Tahun Anggaran 2019; 

e. berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanahkan 
Pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan 
antar jenis belanja serta pergeseran objek belanja dan antar 
rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD yang 
kemudian ditetapkan dalarn Peraturan Walikota; 

c. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 187 /PMK.07 /2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana 
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 Pada Pasal 5 
Ayat (5) disebutkan bahwa dalam hal DAU tambahan untuk 
masing-masing kelurahan belum dianggarkan dalam APBD 
Tahun Anggaran 2019, bupati/walikota menganggarkan DAU 
tambahan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; 

WALIKOTA MAKASSAR, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pada Pasal 30 Ayat 
(1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana 
dan prasa.ran Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan; 

Menimbang 
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f. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan APED Tahun Anggaran 
2019, terdapat rincian obyek kegiatan dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA­ 
SKPD) TA. 2019 yang dianggap tidak sesuai dengan 
peruntukannya, sehingga Peraturan Walikota Makassar Nomor 
63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditinjau untuk 
dilakukan Perubahan; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ctimaksud pada 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarfg Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia TahUJ1 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); .' 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

Mengingat 

' .. 
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21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016); 

20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
187 /PMK.07 /2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi 
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 
Tahun 2018 Ten tang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
139); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); , 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026); 

• 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diu bah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 t.entang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 225); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51Tahun1971 tentang Perubahan 
Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten­ 
kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971Nomor65, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2970); 

'I I 
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Perubahan sebagaimana dimaksu~ dalam Pasal I, merubah belanja langsung pada 
Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perikanan dan Pertanian, 
Dinas Pariwisata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perhubungan, Dinas Penataan Ruang, 
Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan 
Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakkukang, 
Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan 
Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo 
dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. 

Pasal II 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nornor 63 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Makassar 

I 

Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 63 Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, diubah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota 
ini. 

Pasal I 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN 
KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 63 
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANG GARAN 2019 

MEMUTUSKAN 

26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Makassar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Makaesar 
Tahun 2018 Nomor 65). 

25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Daerah Kota Makassar Nomor 57 Tahun 2014); 

24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pernerintah Kota Makassar 
Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 29 Tahun 2014); 

23. Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah 
Kota Makassar Nomor 28 Tahun 2014); 

22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 
Tahun 2018); 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kota Makassar. 

Ditetapkan di Makassar 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal III 

TTD

pada tanggal 14 Mei 2019

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 38

M. ANSAR

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

                 TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

pada tanggal 14 Mei 2019



JUMlAH (Rp.) BERTAMBAH / (BERKURANG) 
KODE REKENING URAJAN SEBELUM SETElAH PENJELASAN 

Rp. " PERUBAHAN PERUBAHAN 
1 2 3 4 5=4·3 6 7 

1.03 1.03.01 00 00 4 PENOAPATAN DAERAH 519.000.000,00 519.000.000,00 . . Tidak Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 4 1 Pendapatan Asli Oaerah 519.000.000,00 519.000.000,00 . . Tldak Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 Hasll Retribusl Daerah 519.000.000,00 519.000.000,00 . . Tidak Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jas;i Umum 519.000.000,00 519.000.000,00 . . 
1.03 1.03.01 00 00 4 1 2 01 24 Retrlbusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 519.000.000,00 519.000.000,00 . . Tldak Berubah 

JUMLAH PENOAPATAN 519.000.000,00 519.000.000,00 . . Tid;ik Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 5 BELANJA OAERAH 785.796.100.571,00 756.800.958.571,00 (28.995.142.000,00) (3,69) Olkurangi Sebesar Rp. 28.995.142.000,00 

1.03 1.03.01 00 00 5 1 Belanja Tldak Langsung 11.566.494.000,00 11.566.494.000,00 . . Tldak Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 Bel;inja Peg;iwal 11.566.494.000,00 11.566.494.000,00 . . Tid;ik Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 01 Gajl Pokok dan Tunjangan • ASN 11.540.543.000,00 11.540.543.000,00 . . Tldak Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 5 1 1 07 lnsentlf Pemungutan Retribusl Oaerah 25.951.000,00 25.951.000,00 . . Tldak Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 5 2 Belanja Langsung 774.229.606.571,00 745.234.464.571,00 (28.995.142.000,00) (3,75) Dlkurangl Sebesar Rp. 28.995.142.000,00 

1.03 1.03.01 00 00 5 2 1 Belilnja Pegawai 11.530.400.000,00 11.530.400.000,00 . . Tidak Berubah 

1.03 1.03.01 00 00 5 2 2 Belanja Ba rang dan Jas;i 187.989.678.630,00 187 .039.678.630,00 (950.000.000,00) (0,51) Olkurangl Sebesar Rp. 950.000.000,00 

1.03 1.03.01 00 00 s 2 3 BelanJa Modal 574.709.527.941,00 546.664.385.941,00 (28.045.142 .. 000,00) (4,88) Dikurangl Sebesar Rp. 28.045.142.000,00 

1.03 1.03.01 01 Program Pelayanan Admlnlstrasl Perl<antoran 9.677.392.800,00 9.677.392.800,00 - . Tidak Berubah 

1.03 1.03.01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Pras;irana Aparatur 26.388.278.400,00 26.388.278.400,00 - . rtdak Berubah 

1.03 1.o3.0l 03 Program Penlngkatan Olsiplin Aparatur 291.500.000,00 291.500.000,00 . . Tidak Berubah 

1.03 1.03.01 04 Program Penlngkatan Kapasltas Sumber Daya Aparatur 675.087 .500,00 675.087 .500,00 . . Tldak Berubah 

1.03 1.03.01 05 Program Penlngkatiln Pengemb<lngan 5lsttm Pelilporan capaian Klnerja Dan Keuangan 3.813.343.280,00 3.813.343.280,00 . . rtdak Berub<lh 

1.03 1.03.01 09 Program pemellharaan jalan dan jembatan 279.289.763.771,00 261.836.163.771,00 (17.453.600.000,00) (6,25) Dikurangl Sebesar Rp. 17.453.600.000,00 

1.03 1.03.01 09 03 Pembangunan Trotoar 20.259.054.000,00 2.805.454.000,00 (17 .45.3.600.000,00) (86,15) Dikurangi Sebesar Rp.17AS3.600.000,00 

1.03 1.03.01 09 03 5 2 3 Belanja Modal 20.259.054.000,00 2.805.454.000,00 (17.453.600.000,00) (86,15) Dlkur;ingi Sebesar Rp. 17.453.600.000,00 

1.03 1.03.01 09 03 5 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 20.259.054.000,00 2.805.454.000,00 (17 .453.600.000,00) (86,15) 

1.03 1.03.01 09 03 5 2 3 21 01 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 20.259.054.000,00 2.805.454.000,00 (17.453.600.000,00) (86,15) Oikurangi 5ebesar Rp. 17.453.600.000,00 

1.03 1.03.01 09 04 Pemeliharaan Jalan Kota 11.457 .041.000,00 11.457 .041.000,00 . . Tldak Berubah 

1.03 1.03.01 09 OS INSPEJ<.51 JALAN KOTA 333.431.200,00 333.431.200,00 . . Tldak Berubah 

1.03 1.03.01 09 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan trotoar 649.734.000,00 649.734.000,00 . . Tldak Berubah 

1.03 - Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
1.03.01 • Dlnas Pekerjaan Umum 

URUSAN PEMERINTAHAN 
ORGANISASI 

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

Peraturan Walikota Makassar 
38 TAHUN 2019 
14 Mei 2019 

LAMPI RAN 
NOMOR 
TANGGAL 



I 
MUH(llp.) lllTWH/(lalCI..._ 

IODE RllBllNG UMIAN SEIEWM Rm.AH PINIBASM 
P!RUIAIWI PllW8AIWI 

Rp. " 1 2 3 4 5 •4·3 6 7 

5.01 5.01.15 13 Proaram penlnP.tan lnfrastrulltur tlngllllt kecarNtan din lltlurW\an 1.0U.035.000,00 1.954.748.000,00 931.713.000,00 91,07 Bertamblh S.besar Rp. 931.713.000,00 

5.01 5.01.15 13 05 Pemellh.raan T1man d1n J1lur 1.023.035.000,00 1.023.035.000,00 Ttdak ISerublh 

5.01 5.01.15 13 06 Pembancunan Sanna dan PrasvMa kelurahlln Kocrmc1re111 3.11.339.000,00 31&.339.000,00 100,00 Ber1arnbah set.Ir Rp. 318.339.000,00 
5.01 S.01.15 13 06 5 2 2 Belanja Blrlnsdln llSI 155.155.000,00 155.155.000,00 100,00 Bertambah Sebesar Rp. 155.155.000,00 
5.01 s.01.15 13 06 5 2 2 23 Belanj181ni111 Y1n1.Abn Olserahkln Kepacla Masyaralcat/Plhak Ketlc• 155.155.000,00 155.155.000,00 100,00 
501 5.01.15 l3 06 5 2 2 23 01 Belanja 1>aran1 yang akin diserahun kepada masyarabit 155.155.000,00 155.155.000,00 100,00 Bertamblh Set>Har Rp. 155.155.000,00 
s.01 S.01.15 13 06 5 2 3 Belanll Modal 1'3..184.000,00 163.114.000,00 100,00 Bertlmblh Stbesar Rp. 163.184.000,00 
5.01 5.01.15 13 06 5 2 3 21 Belan)I Modal Penpdlan Konstruksl Jalan 163.184.000,00 UJ.184.000,00 100,00 
5.01 5.01.15 l3 06 5 2 3 21 01 Belanja modal Pengadaan lconstruksl Jalan 163.184.000,00 163.184.000,00 100,00 BerUl'nblh Sebesar Rp. 163.184.000,00 

5.01 5.01.15 13 07 Pembanaunan Sanna din Pruarana kelurah1n Barran& Lompo 329.104.000,00 329.104.000,00 100,00 Bertlmbah Slbesar Rp. 329.104.000,00 
5.01 5.01.15 13 07 5 2 3 Belan)I Modal 329.104.000,00 329.104.000,00 100,00 Bertambah s.besar Rp. 329.104.000,to 
5.01 5.01.15 13 07 5 2 3 21 Belanja Modal Ptnpdun Konstruksl Jalan 131.200.000,00 131.200.000,00 100,00 
5.01 5.01.15 13 07 5 2 3 21 01 BelanJa modal Pengadaan lconstruksl jalan 131.200.000,00 131.200.000,00 100,00 Bertambah Sebesar Rp. 131.200.000,00 
5.01 5.01.lS 13 07 5 2 3 23 Belan)I Modal P~ KOMtruksl l•rlrcan Air 197.90C.000,00 197.904.000,00 100,00 
5.01 5.01.15 13 07 5 2 3 23 10 Belanj<1 modal Peng;td;qn lconstrulcsi tanqvt 197.904.000,00 197.904.000,00 100,00 Bertambah Sebesar Rp. 197.904.000,00 

5.01 5.01.lS 13 08 Pembanaunan Slrana clan Prasarana kelurahan Barra111 Clddi 284.270.000,00 284.270.000,00 100,00 Bet'tlmDah Sebeslr Rp. 284.270.000,00 
S.01 5.01.15 13 OI 5 1 2 BelanJl Barans dlll Jma 67 .210.000,00 67.270.000,00 100,00 Sertambah s.baar Rp. 67 .270.000100 
S.01 5.01.15 13 08 5 2 1 ll Belan)I Baran1 Van1 Abn Ollerahkan Kepad• Muy1r1Qt/Pth1k Ketlp 67 .270.000,00 67.270.000,00 100,00 
5.01 S.01.lS 13 08 s 2 2 23 01 BelanJa barang yana aka• dlserahun kepadil masyar.ilalt 67 .270.000,00 67.270.000,00 100,00 Bertamblh Sebesar Rp. 67.270.000,00 
S.01 5.01.lS 13 08 5 1 3 Belan)I Modal 117.000.000,00 117..000.000,00 100,00 krtambah Sebesar Rp. 211.000.000,00 
5.01 5.01.15 13 08 5 1 3 ll Belanjl Modal Penpdtan Konstrulcsl Jartnpn Air 117.000.000,00 217.000.000,00 100,00 
S.01 5.0l.15 13 08 s 2 3 23 10 Belanja modal Pen1;tdaan lconstruksl tanggul 217 .000.000,00 217.000.000,00 100,00 Bertambah Sebesar Rp. 217.000.000,00 

5.01 5.01.15 14 Propam penlnpatan kualltas penanpnan ketentraman din lattenlban 310.700.000,00 )10. 700.000,00 Tldlk llerubah 
5.01 5.01.15 15 Pro1r1m penln&)cltan kesel1hter11n soslal masyarabt keanutan 310.600.000,00 310.600.000,00 Tldalc Berubah 

JUMLAH BEi.ANJA 11.910. 795. 900,00 U.969.618.900,00 1.058 .. 23.000,00 1,89 
(OEFIStn (11 .. 910.795.900,00) (11.969.618.900,00) (1.0SUll.000,00) 8,89 

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

                   TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB


